LEMBARAN DAZRAH KOTA SURABAYA

Nemor €3 Tahun 2001

Seri (),

R e m I _—

KEPUTUSAN WALIKGCTA SURABAYA
NOMOR : 70 TAHUN 2001
TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS TENAGA KERJA DAN MCOBILITAS PENDUDUK KOTA SURABAYA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA SURABAYA,

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2

dan

Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Surabaya 3
Tahun 2003, tsjah ditetapkan pembeantukan,

tugas, fungsi dan susunan organisasi
Tanaga Kerja dan Meobilitas Penduduk
Surabaya;

or

bahwa sehubungan dengan hal dimaksud
konsideran menimbang huruf a, serta
rangksa pelaksanaan ketentuan Pasal
Peraturan Dasrah Nomcr 3 Tahun 2001,
menetagkan e

tentang rincian Lusab dan fungsi
Tenaga Kerja dar Mobilitas Penduduk.

et

Dinas

Kota

pada

dalam

27

a perlu
outusan Walikota Surabaya
E Dinas

1. Undang-undang Nomor 186 Tahun 19350 tentang
Pambentukan Daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Terngah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta vyang telah diubah dengan Undang-
undarng Nemor 2 Tahun 1985 ;

2. Undang-undang Nomor Tahun 1951 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerjia
Tahun 1348 Nomor 12 dari Republik Indonesia
unituk seluruh  Indorssia

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1851 tentang
Peirnyataah Cerlakunya Undang+undang
Pangawasan Perburuhan ;

4. Undang=-undsrg  Nomor 21 tahun 54 tentaﬂg
Pctjaﬂj'an Perburuhan antara S rika Buruh
da Majikan ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 19858 tentang
Ratifikasi Konhvensi ILD Nomor 98 - mengenai
ceriakunya dasar dan hak untuk beroganisasi
dan, unturk berunding bersama ;

¥

Penyelesaian Perselisihan Perbudruhan ;

7. Jndang-undang Nom

o]
Penetapan Tenaga Asing ;

r 3 tahun 1358 tentang

Undang-undang» Nomor 22 Tahun 1957 tentang



10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1962 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Keria

Undang-undang Nomor 12 Tahuh 1964 tentang
Pemutusan Hubungaan Keria di Perusahaan
Swasta;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963 tentang
Pelaksanaan Ketenhaga Kerjaan:

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerija ;

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi:

Undang~undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang
Wajib Lapor Ketenagakerjaan ;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1993 tentang
Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991
tentang Latihan Keria

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989
tentang Penvelenggaraan Transmigrasi;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Nomor 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daserah;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989
tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Bentuk Rancanganh Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Keputusan Presiden Nomor & Tahun 2000
tentang Badan Administrasi Kependudukan dan
Mobilitas Penduduk;

Peraturan Paerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun
2001 tentang organisast Dinas Kota Surabya;



Menetapkan

24, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 18%1, tentang wajib
Latih Tenaga Kerja dan Iuran Wajib Latih
Tenaga Kerja bagi Perusahaan di Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur;:

25. Keputusan Menteri Datam Negeri dan Otonomi
Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman
Susunan QOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah,

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN
MOBILITAS PENDUDUK KOTA SURABAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasatl 1
Dalam Xeputusan inhi yang dimaksud dengan
1, Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya vyandg selanjuthva
dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah
Kepatla Daerah beserta Perangkat Daerah;

3. Kepala Daerah adalah wWalikota Surabava;

4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kota Surabava;

[&)]

Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Mobilitas Penduduk Kota Surabaya;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Mobilitas Penduduk Xota Surabaya;

7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu
melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun
diluar hubungan kerija guna menghasilkan jasa
atau harang unt uk memenuhi kebutuhan
masyarakat

8. Pekerja adatah setiap orang vyang bekerja
dengan menerima upah atau bentuk lain;

9. Penganggur adajiah orang dalam usia kerja
yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak
mempunyai pekerjaan sama sekali, akan tetapi
mencari pekKeriaan;



t0.

11.

2.

13.

14.

15,

Setengah penganggur adalah orang yang
bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau
vang bekeria lebih atau sama dengan 35 jam
seminggu, tetapi memperoleh pendapatan yang
rendah atau produktivitas yang rendah;

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan
dari pengusaha kepada pekerja untuk sesuatu
pekerjaan atau jasa yang lebih atau akan
dilaksanakan dinyatakan atau dinilai dalam
bentuk wang yang ditetapkan menurut suatu
persetuiuan atau peraturan perundang-
undangan dan dibayarkan atas dasar suatu
perjanjian kerja antara pengusaha dengan
pekerja sendiri maupun keluarganya,

Pengusaha adaiah

a. Orang perseorangan, persekutuan atau
badan hukum vyang menjalankan suatu
perusahaan milik perusahaan;

b. Orang perseorangan, atau persekutuan atau
badan hukum yvang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknva;

¢. Orang perseorangan, persekutuan atau
badan hukum vyang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagai mana dimaksud
huruf a dan b.

Bipartite adalah suatu lembaga atau forum
komunikasi dibidang ketenagakerjaan vang
terdiri dari wunsur pengusaha dan unsur
pekerija;

Tripartite adalah suatu lembaga atau forum
komunikasi dibidang ketenagakerjaan yang
terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan
pekerja;

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) adalah
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen
Tenaga Kerja vang diberikan kewenangan untuk
melakukan penyidikan masalah ketenagakerjaan
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku:



16,

17,

18,

19.

20.

21,

22.

23.

24,

Mobilitas Penduduk adatah perpindahan
penduduk dari suatu daerah ke daerah lain
dalam Wilayah Negara kesatuan RI

{Transmigrasi, Urbanisasi, penhgungsi) untuk
menetap atau tinggal sementara dalam rangka
memperoleh mutu kehidupan yang 1ebin
sejahtera baik karena termotivasi, terpaksa
maupun alami {keinginan sendiri);

Penduduk adalah setiap orang baik WNRI
maupun orang asing vang bertempat tinggal
tetap didalam Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonecsia dan telah memenuhi
Peraturan Perundang-undangan;

Transmigrasi adalah kepindahan penduduk
secara sukarela dari satu daerah untuk
menetap ke daerah tranmigrasi atau daerah
pengembangan transmigrasi Karena termotivasi
guna meningkatkan kesejahteraan;

Transmigran adalah Warga Negara Republik
Indonesia vyang karena termotivasi bersedia
pindah secara sukarela untuk menetap di
lokasi transmigrasi atau daerah pengembangan
transmigrasi;

Pengungsi adatah Warga Negara Repubiik
Indonesia vyang berpindah dari suatu daerah
ke daerah lain karena jiwanva terancam;

Urbanisasi adatah perpindahan penduduk
secara alami {keinginan sendiri) dari desa
ke kota untuk tinagal sementara atau musiman
dengan tujuan meningkatkan keseiahteraan;

Urbanis adatah penduduk pendatang dari desa
untuk meningkatkan Kesejahteraannya di kota
vanhg bertempat tinggal secara musiman;

Partisipasi Masyarakat adalah Keikutsertaan
masyarakatl dalam rangka mensukseskan
pembangunan;

Fasilitas adalah memberikan pelayanhan,
bantuan, bimbingan dan pembinaan,
pengaturan, perlindungan dan pengarahan
serta menciptakan iklim yvang kKondusif untuk
mendorong peran serta aktif masvarakat dalam
pembangunan.



BAB II
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas

a. Melaksanakan kewenangan rumah tangga Daerah
di bidang tenaga Kerija dan mobilitas
penduduk serta tugas pembantuan yang
diberikan oleh Pemerintah;

b. Memimpin dan mengkoordinasikan seiuruh
kegiatan aparat pelaksana dan staf Dinas;

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan 1ini Kepala
Dinas mempunvai funasi

a. pelaksanaan penyusunan rencana program keria
dan kebijakan teknis bidang Tenaga keria dan
mobilitas penduduk:

b. penyusunan pedoman untuk peningkatan
kesejahteraan pekerja/ tenaga kerija;

¢. penyelenggaraan bursa tenaga kerja dan
penempatan tenaga dalam negeri;

d. penghimpunan, pengelolaan dan penyebarluasan
informast bursa keria;

e. pembinaan, penyuluhan dan pembimbingan
terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dan
produktivitas tenaga keria;

f. pemberian petuniuk teknis operasional dan
pelaksanaan kerjasama dengan inhstansi
terkait datam pelaksanaan Antar Keria,
Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional
(TKPMP), pengiriman tanaga asing dan
Teknologi padat karya serta kursus kelompok
usaha bersama/usaha mandiri;



[

petaksanaan koordinasi dengan Balai Latihan
Keria ({BLK), Loka Latihan Keria {LLK),
Mobile Traning Unit (MTU), serta pembinaan
dan pengawasan tentang pelaksanhaan latihan
kerja yang diselenggarakan oleh lLembaga
Latihan Swasta;

penyusunan petuniuk dan bimbingan
pelaksanaan aperasional organisasi
keternagakeriaan dan organisasi pengusuha,
pembentukan LKS Bipartit dan LKS Tripartit,
penanganan perselisihan hubungan industri
terutama kepada Pegawai Perantara dan tenaga
kerja serta pelaksanaan pendidikan hubungan
industrial;

pervusunan gpetunjuk, bimbingan dan arahan
tentang pelaksanaan pengawasan horma keria
damn norma XKeselamatan Kesehatan Kerja (K3)
Jamsostek kepada pegawai pengawas ketenaga-
keriaan;

pelaksanaan penerangan dan penyuluhan
mchilitas penduduk;

pelaksanaan urusan transito, pengangkutan
dan penampungan lokal transmigrasi di Daerah
dalam rangka pemindahan transmigran;

pengawasan perjatanan transmigran dari
Daerah ke asrama transito Propinsi Jawa
Timur;

pelavanan kepada masyarakat dan dunia usaha
dalam penyelenggaraan transmigrasi swakarya
mandiri;

pelaksanaan koordinasi dengan instanst
terkait dan pihak ketiga daiam pelaksanaan
pembinaan tenaga Kerja dan calon
transmigran;

pelaksanaan peXerjaan ketatausahaan vang
meliputi surat menyurat, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;

pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh
Kepatla Daerah.



Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunvai tugas melaksanakan
urusan umunm, kepegawaian, Keuangan, dan
perlengkapan serta penyusunan rencana dan
program kegiatan Dinas.

Pasal 5
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 Keputusan ini Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi

a. penyusunan rencana, program dan evaluasi
kegiatan dinas;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian,
keuangan dan perlengkapan;

c. pelaksanaan urusan surat menyurat,
kearsipan, dokumentasi, kepustakaan dan
hubungan masyarakat;

d. pelaksanaan pembinaan crganisasi dan
tatatlaksana;

e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan

keprotokeolan;

f. pelaksana tugas 1ain vang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 6
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunvai
tugas :

a. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusu-
nan rencana dan program;

b. Merumuskan dan menyusuh rencana dan

program;

¢. Metakukan anatisis, evaluasi dan
pengendalian terhadap pelaksanaan
program;

d. Menyusun laporan pelaksanaan program;



e. Melaksanakan tugas lain vang diberikan
oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(2) sub Bagian Keuangan mempunyai tugas

a. Menghimpun dan mengolah bahan untuk
penyusunan anggaran;

b. Mengkoordinasikan, menyiapkan dan menyu-
sun usulan anggaran dinas;

¢, Mengelola tata usaha keuangan dinas;

d. Melaksanakan evaluasi dan menvusun
laporan pertanggungjawaban keuangah;

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas

a. Melaksanakan urusan surat-menvurat,
kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah
tangga, dan keprotokelan:

b. Mengelola administrasi kepegawaian;

C. Menvyusun pedoﬁan pembinaan organisasi
dan tatalaksana;

d. Melaksanakan urusan dokumentasi dan
perpustakaan, menyaiikan data dan
informasi serta hubungan masvarakat;

e. Melaksanakan analisa kebutuhan,
pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan
dinas;

f. Melaksanakan tugas lain vang diberikan
oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kerja

Pasatl 7

Sub Dinas Penempatan Tenaga Keria dan Perluasan
Kerjia mempunyai tugas memberikan bimbingan
penyaluran dan penempatan tenaga kerja serta
perluasah kerija.



Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Xeputusan ini, Sub Dinas
Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kerja
mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan
program penempatan tenaga kerja dan
perluasan kerja;

b. pelaksanaan bimbingan dan pengarahan kepada
pencari keria, tenaga kerja mandiri, Antar
Kerja lLokal (AKL), Antar Kerja Daerah (AKAD)
dan Antar Keria Antar Negara (AKAN):

c¢. pelaksanaan bimbingan dan analisis jabatan
untuk BUMD, perusahaan swasta dan lembaga
Tainnva;

d. pelaksanaan bhimbingan dan pembinazsn terhadap
kegiatan perusahaan jasa tenzaga VLeria dan
bursa kerja khusus di Tembaga pendidikan dan
lembaga latihan swasta (LLS};

e. pemberian rekeomendasi dan pemrosesan i1iin
pergoounaan tenaga keria asing (TKA);

f_. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan
penempatan tenaga kerja muda, wanita,
penyandang cacat dan lanjut usia:

g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan
periuasan kesempatan Kkerjia;

h. pelaksanaan tugas lain vang diherikan oleh
Kepala Dinas,

Pasal g

{1} Sekei Penempatan Tenaga Kerja mempunyai
tugas

a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan
nrogram nenempatan tenaga kerja;

b. Melaksanakan bimbingan kepada pencari
kerja, media informasi pasar kerja serta
bimbingan dan analisis jabatan untuk
perusahaan swasta/lembaga lainnya;



(2)

(3)

Melaksanakan bimbingan dan koordinasi
pelaksanaan Antar Kerjia Lokal (AKL),
Antar Kerija Antar Daerah (AKAD) dan
Antar Kerja Antar Negara (AKAN);

Melaksanakan bimbingan dan pembinaan
terhadap kegiatan perusahaan jasa tenaga
keria, bursa kerja khusus di lembaga
pendidikan dan lembaga latihan swasta
{LLSY);

Melaksanakan pembihaan kepada perusahaan
pengquna tenaga kerija asing dan memroses
rekomendasi penggunaan tenaga kerija
asing (TkKA);

Melaksanakan bimbingan, dan penempatan
tenaga kerja pemuda, wanita, penvandang
cacat dan usia lanjut:

Metlaksanakan tugas tain vang diberikan
O0leh Kepala Sub Dinas Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan Keria.

Seksi Perluasan Keria mempunyai tugas

a.

f.

Menyiapkan bahan penvusunan rencana dan
program perluasan kerja:

Mengumpulkan data dan informasi potenst
sumber daya alam dan sumber daya manusia
serta menvusun sistem informasi perlua -
san kerija:

Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan
terapan teknologi tepat guna:

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan
perluasan kKesempatan kerja dan sistim
padat karva (PKSPK):

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan teknologi tepat guna dan
perluasan kerija;

Melaksanakan tugas Tain vyang diberikan
oleh Kepala Sub Dinas Penempatan Tenaga
Kerja Dan Perluasan Kerija.

Seksi Tenaga Kerija Mandiri mempunyai tugas:

a.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan
program tenaga kerja mandiri;
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b. Melaksanakan bimbingan terhadap tenaga
keria pemuda mandiri profesional [(TKPMP)
tingkat sarjana;

¢c. Melaksanakan bimbingan terhadap Tenaga
Kerja Mandiri Terdidik (TKMT) tingkat
SMU ;

d. Meltaksanakan bimbingan dan Pembinaan
kepada masyarakat, dan Lembaga Swadava
Masyarakat dalam rangka pelaksanaan
program kewirausahaan;

e, Melaksanakan bimbingan dan pembinaan
dalam sektor informal dan pedagang kecil;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Sub Dinas Penempatan Tenaga
Kerja Dan Perluasan Kerija.

Bagian Keempat
Sub Dinas Pelatihan Dan Produktivitas
Tenaga Kerija

Pasal 10

Sub Dinas Pelatihan dan Produktivitas Tenaga
Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan,
pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga
keria.

Pascal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 10 Keputusan 1ini, Sub Dinas
Petlatihan Dan Produktivitas Tenaga Keria
mempunyai fungsi

a. penyusunan rencaha dan program kegiatan
pelatihan dan produktifitas, tenaga Kerja;

b. pelaksanaan bimbingan terhadap latihan /
kursus vang dilakukan oleh lembaga JTatihan
swasta;

¢. peltaksanaan penvyuluhan dan bimbingan tentang
produktivitas kerja kepada pengusaha kecil
dan menengah;



pelaksanaan bimbingan, penvyuluhan dan
penerbitan sertifikasi uji ketrampilan
tenaga kerja;

penyiapan bahan kerja sama dengan dinstansi
pemerintah, swasta dan lembaga latihan
swasta dalam pelaksanaan latihan Kkerja:

pelaksanaan standarisasi, tes kualifikasi
dan perijinan lYembaga latihan:

penginventarisasian kebutuhan pelatihan;:

pelaksanaan pemasaran dan penvaluran lulusan
BLK/LLK dan MTU ke perusahaan dan organisasi
vyang membutuhkan:

pelaksanaan inventarisasi Tlembaga 1latihan
dan produktivitas vyang mencakup iumlah,
kualifikasi, lokasi dan fasilitas pelatihan
vang dimitiki;

pembinaan program magang baik dalam negeri
maupun luar negeri pada lembaga tatihan baik
swasta maupun pemerintah;

penvyuluhan sertifikasi tenaga Keria dan
akreditasi lembaga pelatihan;

pelaksanaan peiayanan pelatihan sumber daya
manusia melalui pembentukan unit pelavanan
pelatihan produktivitas (UP3);

pelaksanaan tugas tain yvang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 12

(1) Seksi Pelatihah Dan Produktivitas mempunyai

tugas

a. Menviapkan bahan perencanaan pehgem—
bangan produktivitas kerja:

b. Melaksanakan bimbingan pengembangan
produktivitas tenaga Kerija dibidang
industri dan non industri jasa pada
perusahaan swasta, usaha kecil dan
menengah;



(2)

- 14 -

Melaksanakan pelatihan instruktur dalam
rangka pengembangan kualitas dan
profesionalisme:

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pusat pelavanan produktivitas
baik di masyarakat industri maupun
masyarakat pedesaan;

Melaksanakan program peningkatan
produktivitas kerja kepada perusahaan
dalam rangka profesionalisme dan

kemandirian;

. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

oleh Kepala Sub Dinas Pelatihan dan
Produktifitas Tenaga Kerija.

Seksi Perizinan Lembaga Pelatihan mempunvyai
tugas

a.

Memroses perijinan penvelenggaraan
pelatihan di lembaga pelatihan swasta,
pondok pesantren dan perusahaan;

Membina Tembaga Yatihan dan meningkatkan
statusnya melalui akreditasi;

Membina program pemagangan di perusahaan,
lembaga latihan maupun sekolah serta
pengiriman siswa untuk mengikuti
pelatihan kerja;

Melaksanakan pembinaan dan pemantauan
petaksanaan ketrampilan latihan kerijia di
LS (Lembaga Latihan Swasta), pondok
pesantren dan perusahaan serta
penempatannya;

Melaksanakanh Trainning of Trinner (TOT)
dan Trainning officer (T0O) baik untuk
pengelola latihan maupun instruktur
pelatihan:

. Melaksanakan penyuluhan Unit Pelayanan

Pelatihan Produktivitas Perusahaan (UP3);

Melaksanakan tugas lain vyang diberikan
oleh Kepala Sub Dinas Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja.

(3) Seksi Pemagangan mempunyai tugas
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a. Memberikan bimbingan dan penyutuhan
tatihan magang ke luyar negeri dan
dalam negeri;

b. Membina pelaksanaan magang baik standart
maupun non standart;

¢. Memberikan penyuluhan uji ketrampilan
dan membuat bahan uii ketrampilan serta
akreditasi lembaga pelatihan;

d. Menginventarisasi sertifikasi lembaga
pelatihan, tenaga kerja dan jumiah
lembaga petatihan menurut akreditasi;

e. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan
sertifikasi tenaga kerija dan akreditasi
lembaga petatihan;

f. Melaksanakan pemant auvan, penyuluhan,
evaluasi dan laporan penerapan program
dan sertifikasi tenaga keria serta
akreditasi lembaga pelatihan:

g, Melakszanakan tugas lain vang diberikan
oleh Kepala Sub Dinas Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerija.

Bagian Kelima
Sub Dinas Hubungan Industrial dan
Syarat Kerja

Pasal 13
Sub Dinas Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
mempunyasi tugas metaksanakan pembinaan
Organisasi Pekerja dan Pendausaha, L.embaga
Kerjasama Tripartit dan Bipartit,

Pemasyarakatan HFHubungan Industrial dan Svarat
Keria serta memproses penyetesaian perselisihan
hubungan industrial.

Pasal 14

untuk menvetenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 13 Keputusan ini, Sub Dinas
Hubungan Industrial dan Syarat Keria mempunvai
fungsi

&. pehyusunan rencana dan program Hubunaan
Iindustrial dan Syarat Keria;

b. pembinaan terhadap organisasi pekeria dan
pengusaha;
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pembentukan dan pembinaan koperasi karyvawan;
pelaksanaan pendidikan hubungan industt+i;

pelaksanaan pembinaan terhadap LKS{Lembaga
Kerja Sama) Tripartit dan Bipartit:

pembinaan dan pemantauan pengupahanh serta
mempersiapkan bahan usulan UMR(Upah Minimum
Regional) dan UMSR(Upah Minimum BSektoral
regional);

pembinaan syarat-syarat kerija sektor
informal;

penyuluhan dan pengembangan KB diperusahaan
untuk para pekerja dan pengusaha menuju
Norma Keluarga Kecil Bahagia sejahtera
{NKKBS);

penetitian dan pembinaan terhadap pembuatan
Peraturan Perusahaan (PP), Kesepakatan Kerija
Bersama (KKB) dan Perianjian Kerija:

penyelesaian perselisihan hubungan
industrial dan pemutusan hubungan kKeria,
Pemogokan Pekerja dan lock out {penutupan
perusahaan};

petlaksana tugas ®aih yvyang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 156

(1) Seksi Hubungan Industrial mempunyai tugas:

a. Melaksanakan penelitian dan pembinaan
terhadap Organisasi Pekerja dan
Pengusaha;

b. Melaksanakan pendidikan dan pemasyaraka-—
tan hubungan industri kepada pekeria,
pengusaha dan unsur lainnya:

¢. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga
kerjasama Bipartit dan Tripatit;

d. Menggalakkan dan mengembangkan KB di
perusahaan;

e¢. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan
Tehnis kepada Koperasi karyawan di
perusahaan;
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f. Menerima pendaduan, Japoran dan
permintaan pemerantaraan dari pekerija,
serikat pekeria dan pengusaha;

g. Menyelesaikan perselisihan HMubungan
Irndustrial, Pemutusan Hubungan Kkeria,
pemogokan Pekerija danh Lock Out serta
penyusunan tingkat kerawanan perusahaan
di bidang ketenagakerijaan;

h. Metlaksanrakar tugas lain vang diberikan
oleh Kerpala Sub Dinas Hubungan
Industrial dan Syarat Keria.

{2) Baksi Syarat Kerja dan Kegejahteraan
mempunyalt tugas:

a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan
tehnis pembuyatan Peraturan Perusahaan,
kesepakatan keria bersama (KKB) dan
perianiian keria terhadap pekerija dan
pengusaha;

D. Memberikan rekomendasi Peraturan
Perusahaanh, KKB, dan Perijaniian Kerja
uniuk pengesahan dan pendaftaran;

c. Melaksanakan pembinagan dan pemantauan
pengupahan serta mempersiapkan bahan
usulan UME;

d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan
aspek-aspek kesejahteraan tenaga kerija
dan purna tugas:

e. Melaksanakan pembinaan dibidang Jaminan
Snsial pekeria kepada pengusaha dan
pekeria;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Sub Dinas Hubungan
Industrial dan Syarat Keria.

Bagian Keenam
Sub Dinas Pengawasan Ketenagakeriaan

Pasal 16

Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan mempunvyai
tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan
norma kKeria, norma jaminan sosial tenaga keria,
norma keselamatan dan kesehatan Kkerja sertsa
penvelidikan terhadap pelanggaran norma
dibidang ketenagakerijaan.
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Pasal 17

Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 16 Keputusan ini, Sub Dinas
Pengawasan Ketenagakeriaan mempunyai fungsi

a. pehyusunan pedoman teknis pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan norma kerija, norma
jaminan sosial tenaga keria, serta norma
keselamatan dan kesehatan kerja:

b. pembinaan, pengawasan dan perlindungan
terhadap tenaga Kerjia wanita, anak dan orang
muda:

¢. pbengawasan dan penyidikan terhadap

petangggaran Norma Kerja, Norma Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dan penggunaan tenaga keria
asing;:

d. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan
petaksanaan tugas;

e. petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas;

Pasal 18

(1) Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan
Keria mempunyai tugas

a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman
teknis pengawasan pelaksanaan norma
keselamatan kerja dan lingkungan kerja;

b. Melaksanakan pengawasan norma kesela -
matan keria;

¢. Membimbing pembentukan Panitia Pembinaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerija (P2K3);

d. Melaksanakan pengawasanh, pemeriksaan dan
penelitian terhadap peralatan keria,
bangunan, bahan, dan alat keselamatan
kerja serta kesehatan Kerija;

e, Melaksanakan tugas komisi Keselamatan
Kasaehatan Keria (K3);

f. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan
terhadap penguiian kesehatan tenaga
keria dan lingkungan kerija;



g.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Ketena-
gakeriaan.

(2) Seksi Jamsostek mempunyai tugas

(3)

Menyiapkan bahan penyusunan pedoman
teknis pergawasan penyelenggaraahn
iaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)
di perusahaan;

Melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan
kecelakaan kerja pada perusahaan;

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
laporan pelaksanaan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja;

Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan
secara preventif dan represif terhadap
perusahaan yang belum menaikuti Program
Jamsostek:

Melaksanakan tugas lain yvang diberikan
nleh Kepala Sub Dinas Pengawasan Kete -
nagakerjzaan.

Seksti Norma Keria mempunyai tugas

Menvyelenggarakan pengawasan pelaksanaan
norma kKerja;

Melakukan 'tindakan penvyidikan terhadap
pelanggaran perundang-undangan ketenaga-
kerijaan;

Menyiapkan bahan pembinaan norma Kerja
umum dan khusus;

Melaksanakan inventarisasi data laporan
ketenagakeriaan;

Melakukan pengawasan norma keria
khususnya bagi tenaga keria wanita, anak
dan remaja;

Melaksanakan tugas lain, yang diberikan
oleh Kepatla Sub Dinas Pengawasan
Ketenagakerjaan.
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Bagian Ketujuh
Sub Dinas Mobilitas Penduduk

Pasal 19

Sub Dinas Mobilitas Penduduk mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan program, pembinaan dan
pengendalian program perpindahan penduduk.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 19 Keputusan ini, Sub Dinas
Mobilitas Penduduk mempunyat fungsi

a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan
nelaporan perpindahan penduduk;

b. pelaksanaan pengarahan, pendaftaran dan
seleksi baik calon transmigran, pengungsi
maupun urbanis;

c. pemberian fasilitas berupa penampungan,
makanan, pengangkutan dan pengawalan dalam
perjalanan berkaitan dengan perpindahan
penduduk;

d. pengembangan dan peningkatan partisipasi
masyarakat dalam kegiatan program
perpindahan penduduk;:

e, pelaksanaan tugas Tain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Seksi Program dan Evaluasi mempunvai tugas:

a. Menviapkan bahan dan informasi dalam
rangka pelaksanaan program perpindahan
nenduduk;

b. Melakukan pemantauan pelaksanaan program
perpindahan penduduk;

¢. Mendevaluasi dan menyusun laporan
pelaksahaan program perpindahan penduduk;
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Mengelola, mengoperasikan dan
mengembangkan perangkat Tunak serta
perangkat keras jaringan informasi
perpindahan penduduk;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Sub Dinas Mobilitas Penduduk.

(2) Seksi Pengarahan dan Pendzftaran mempunyai

tugas

a. Melaksanakan komunikasgi, penyampaian
informasi dan ecdukasi kepada masvarakat
yang berkaitan dengan mobilitas
penduduk;

b. Melaksanakan pendaftaran dan seleksi

administrasi kepada masyarakat calon
transmigran, dan urbanis serta mendata
pengungsi;

Menyelenggarakan pelatihan dan
pembekalan kepada calon transmigran
dan urbanis:

Menyusun daftar nominatif rombongan
calon transmigran, pemukiman Kkembali
pengungsi dan relokasi urbanis serta
mencatat kedalam buku induk;

Melaksanakan tugas tain yang diberikan
oleh Kepala Sub Dinas Mobilitas Penduduk.

Seksi Fasilitas Mcbilitas Penduduk
mempunyai tugas

a.

Melaksanakan pemberian fasilitas calon
transmigran serta memberdayakan asrama
transito;

Memberdikan pelayanan penampungan,
makanan, pemeriksanaan/pemel iharaan
kesehatan bagi calon transmiaran,

pengungsi dan urbanis;

Memberikan pelayanan transportasi hagi
calon transmigran, pengungsi dan urbanis;

Menginventarisasi calon transmigran yang
telah diberangkatkan, pengungsi yang
telah dimukimkan Kkembali dan urbanis
yang telah diretokasi vang ditampung di
asrama transito;
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e. Melaksanakan tugas lain yan Jdiberikan
oleh Kepala Sub Dinas Mobilitas Penduduk.

Seksi Partisipasl Masyarakat mempunyai

a. Mengembangxkan partisipasi magyarakat
pada program perpindahan penduduk;

L, Metngumpulkan data dan informasi Kelompok
masyaraxat Yang berminat mengikuti
program perpindahan peaduduk;

c. Memberikan inicrmasi Kepada masyarakat

a
tentang potens: daeralh tujuan,

4. Melaxsanaxkan pemibinaan Kepada caion
transmigran, penduduk urbanils dan
pembinaan para pengungsi;

e, Melaksarnakan tugas lain yvang diberikan
olieh Kepala Sub Dinas Mobilitas
Penduduk.

BAB ITI

TATA KERJA
Fasal 22

Daiam melaksanakan tugasnya, kepala Dinas
bertanggungjawab langsung kepada Kepala
Daerah, sedang pertangguniawaban dalam
hidang administrasi melalui Sekretaris
Caerah Kota Surabaya;

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Seorang
Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas;

Setlap Sub Dinas dipimpin oleh seocrang
¥epala Sub Dinas yanyg dJdalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas;

Setiap ©Sub Bagian dipimpin oleh seorang
XKe¢pala BSub Baglan vang dalam melaksanakan
tugasnya berada dibawah dan bertanggung
jawab kepads Kepala Bagian Tata Usaha;

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi vyang dalam melaksanakan tugasnvya
herada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Sub Dinas masing-masing;

Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam
menjalankan tugasnya, Kepala ©Dinas dapat
menuniuk Kepala Baglan Tata Usaha atau
gsa_zh seorang FKepala B8Sub Dinas untuk

[

[ N .
TewWIK___iv=E;
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(6) Hubungan antara Kepatla Dinas dengan
bawahannya atau sebaliknya secara
administratif dilaksanakan melalui PRagian
Tata Usaha.

Pasal 23

(1) Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplikasi baik dalam
lingkungan Dinas maupun dengan instanst
tain yang terkait,;

{2) Kepala Bagian Tata isaha, Kepala Sub Dinas,
Kepata seksi berkewaijiban metlaksankan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi  dan simplikasi sesuad dengan
bidarg tugas masing-masing;

(3) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,
¥epala ©Sub Dinas., Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi masing-masing bertanggungiawab
memberikan bimbingan atau pembinaan kepada
bawahannya serta melaporkan hasil-hasi)
peiaksanaan tugas menurut jenjang
jabatannya masing-masing.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 24
Keputusan ini mulai bertaku pada tanggal di
undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkah

pengundangan Keputusan ini dendan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Surabava.

Ditetapkan di Surabaya
pada tangsal \J Okfpber A0/

WALIKOTA SURABAYA

-

H. SUNARTO SUMOPRAWIROD
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SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

Drs. H.MUHAMMAD JASIN, MSi

Pembina Utama Muda
Nip. 510 028 022
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